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KEPALA DESA KALIPELUS
KABUPATEN BANJARNEGARA
 PERATURAN DESA KALIPELUS
NOMOR  16   TAHUN  2020
TENTANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES )  TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPELUS,
	Menimbang
	:
	a. Peraturan Desa Kalipelus  Nomor 04 Tahun  2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Periode Tahun 2020-2025;
b. Peraturan Desa Kalipelus  Nomor 15 Tahun  2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  b dan huruf c  perlu menetapkan Peraturan Desa  Kalipelus  tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Tahun Anggaran 2021;

	Mengingat
	:
	1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);

10. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18.  Keputusan Presiden  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019   ( Covid - 19 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);
27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 50 /PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor18);
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor  6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran  2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6 );
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018  tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa
38. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuanagan   Desa;
39. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
40. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
41. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);
42. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
43. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 65);
44. Keputusan Bupati Banjarnegara  Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Penetapan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara;
45. Keputusan Bupati Banjarnegara  Nomor 360/364 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemic Corona Virus  Disease 2019 ( Covid-19 ) di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
46. Keputusan Bupati Banjarnegara  Nomor 360/475 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemic Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
47. Keputusan Bupati Banjarnegara  Nomor 973/537 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2020;
48. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 08 );
49. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa  Kalipelus (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 09 );
50. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 – 2025;
51. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes) Tahun 2021;


	


	Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPELUS
dan

KEPALA DESA  KALIPELUS

	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	PERUBAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN ANGGARAN 2021.

	
	Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa



        Rp. 1.980.509.500;-
2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp. 878.685.017-
2.2. Bidang Pembangunan                                 Rp. 569.675.000;-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan           Rp. 23.030.620;-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat             Rp. 131.074.000;-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,              Rp.388.800.000 ;-
       Keadaan Darurat,Dan Mendesak
Jumlah Belanja



         Rp.1.991.264.637 ;-
Surplus/( Defisit )












         = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan



Rp. 30.755.137;-
   ( SILPA Tahun Sebelumnya )
b. Pengeluaran Pembiayaan


Rp. 20.000.000;-
   ( Penyertaan Modal Bumdes )



c.Pembiayaan Netto                                       Rp.0;-







          == = = = = = = = = ==
4.Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan               Rp. ;-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

ttd

(...............................................)

Ditetapkan di  Kalipelus
Pada tanggal 23 Desember 2020
KEPALA DESA KALIPELUS
HARTININGSIH


	
	Diundangkan di Desa Kalipelus 

pada tanggal  23 Desember 2020
SEKRETARIS DESA KALIPELUS,

SUPANGAT
LEMBARAN DESA KALIPELUS  TAHUN 2020 NOMOR 
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rara
R A N C A N G A N
PERATURAN DESA KALIPELUS
KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR     TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DESA    ( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIPELUS
KECAMATAN PURWANEGARA
BERITA ACARA
RAPAT BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA KALIPELUS

PEMBAHASAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) 
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA 

Pada hari ini Rabu  ,tanggal Dua puluh tiga bulan Desember  tahun Dua ribu dua puluh  , bertempat di  Balai Desa Kalipelus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipelus bersama Pemerintah Desa mengadakan mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( Apbdes ) Tahun Anggaran 2021 ,rapat di hadiri oleh :
1.Ketua BPD dan Anggota Desa Kalipelus;
2.Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalipelus
Setelah Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDES  Tahun Anggaran 2021 kepada BPD dan setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :
1. Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat APBDES TA 2021 ;
2. Di anggarkannya belanja Bidang Tak terduga untuk /Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak untuk Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa  Rp.388.800.000 ( Tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah ) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
3. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di salurkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021,dan di salurkan per orang senilai Rp.200.000;- setiap bulan secara Tunai

4. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker;

5.Besaran Honor Pekerja Desa Sopir Ambulan setiap bulan Rp.750.000 dan Perawat Jenazah setiap bulan Rp.750.000

6. Adanya Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Saluran Pertanian di Rt 01 Rw 04 Dusun Bojongsari dengan pola PKTD;
7. Adanya  Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Kolam Desa di Tanah Kas Desa yang terletak di Timur Kantor Desa dengan pola PKTD;
8. Adanya  Bantuan Jambanisasi untuk 17 Orang;

9. Adanya Bantuan RTLH dari Ban Prov sebanyak 3 orang;

10. Selanjutnya segera Pemerintah Desa membuat APBDES  Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratn Desa bersama Pemerintah Desa Kalipelus tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES )  Tahun Anggaran 2021 , yang selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

	
	Kalipelus 23  Desember   2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KALIPELUS

KETUA,

HERLAMBANG


NOTULEN
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA 

	Hari / tanggal
	:
	Rabu,23 Desember 2020

	Jam
	:
	13.00 Wib s/d Selesai

	Tempat
	:
	Balai Desa Kalipelus

	Kehadiran
	:
	Laki-laki     =    3   orang

Perempuan =   2  orang

	Susunan Acara
	:
	1. Pembukaan

	
	
	2. Sambutan Kepala Desa Kalipelus

	
	
	3. Sambutan Ketua BPD Desa Kalipelus

	
	
	4. Musawarah Rancangan APBDES TA 2021

	
	
	5. Penutup

	Pimpinan Rapat 
	:
	Ketua BPD Desa Kalipelus


	Uraian Jalannya Rapat
	:
	Pemimpin rapat di pimpin oleh sdr Herlambang ,dengan memberikan arahan Rancangan APBDES  TA   2021,dan saling memberikan argumen terhadap rancangan tersebut


	Hasil Rapat
	:
	3. Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat APBDES TA 2021 ;
4. Di anggarkannya belanja Bidang Tak terduga untuk /Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak untuk Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa  Rp.388.800.000 ( Tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah )  yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
3. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di salurka Tahun 2021,dan di salurkan per orang senilai Rp.200.000;- setiap bulan secara Tunai

4. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker;
5.Besaran Honor Pekerja Desa Sopir Ambulan setiap bulan Rp.750.000 dan Perawat Jenazah setiap bulan Rp.750.000
6. Adanya Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Saluran Pertanian di Rt 01 Rw 04 Dusun Bojongsari dengan pola PKTD;
7. Adanya  Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Kolam Desa di Tanah Kas Desa yang terletak di Timur Kantor Desa dengan pola PKTD;
8. Adanya  Bantuan Jambanisasi untuk 17 Orang;

9. Adanya Bantuan RTLH dari Ban Prov sebanyak 3 orang;
10. Selanjutnya segera Pemerintah Desa membuat APBDES  Tahun Anggaran 2021.



	Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat
	:
	Dalam rapat BPD Desa Kalipelus APBDES TA 2021 di sesuaikan dengan RPJMDes Tahun 2020 – 2025 dan RKPDES Tahun 2021 Desa Kalipelus.


	
	Desa Kalipelus

	Pimpinan Rapat

( UJANG RIYADI )
	Sekretaris

( SULISTYOWATI )


DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
	Hari / Tanggal
	:
	23 Desember 2021

	W a k t u
	:
	Jam 13.00 Wib s/d Selesai

	T e m p a t
	:
	Aula Balai Desa Kalipelus

	Acara
	:
	Musyawarah Pembahasan Rancangan APBDES TA 2021


	N0
	N A M A
	JABATAN
	TANDA TANGAN



	1
	HERLAMBANG
	Ketua
	1…………………
	

	2
	UJANG R
	Wakil Ketua
	
	2………………

	3
	SULISTYOWATI
	Sekretaris
	3…………………
	

	4
	KOKO ANDRIYANTO
	Anggota
	
	4………………

	5
	YULIANTO
	Anggota
	5…………………
	

	6
	PUJI WIDODO
	Anggota
	
	6………………

	7
	APRILIA DANIAR.K
	Anggota
	7…………………
	


                                                                                     BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA
             HERLAMBANG
DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA KALIPELUS
	Hari / Tanggal
	:
	23 Desember 2021

	W a k t u
	:
	Jam 13.00   Wib s/d Selesai

	T e m p a t
	:
	Aula Balai Desa Kalipelus

	Acara
	:
	Musyawarah Pembahasan Rancangan APBDES TA 2021


	N0
	N A M A
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	HARTININGSIH
	Kepala Desa
	
	1……………

	2
	SUPANGAT
	Sekretaris Desa
	2………………
	

	3
	SUMADI
	Kaur T U
	
	3………………

	4
	AFWAN LATIF
	Kaur Perencanaa 
	4……………
	

	5
	LAELI  NURHIDAYATI
	Kasi Pemerintahan
	
	5………………

	6
	SAMAUN
	Kasi Pelayanan
	6……………
	

	7
	YUNITA INDAH P
	Kaur Keuangan
	
	7..................

	8
	JOKO TRI.W
	Kasi Kesra
	8………………
	

	9
	TUTUR WARDOYO
	KadusTambangan
	
	9……………

	10
	AKBAR KURNIAWAN
	KadusTemanggungan
	10………………
	

	11
	EKO SETIYO EDI
	Kadus Kalipelus
	
	11…………...

	12
	JOKO TW
	Kadus Bojongsari
	12………………
	

	13
	SUYUD
	Kadus Penusupan
	
	13…………

	14
	SALAMUN
	Pekerja Desa
	14………………
	

	15
	JULIANTO
	Staf Kesra
	
	15………………

	16
	TEGUH HARDIAN
	Pekerja Desa
	16………………
	


Kepala Desa Kalipelus

HARTININGSIH
FOTO  RAPAT PEMBAHASAN 
 APBDES  TAHUN ANGGARAN  2021
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BERITA ACARA
RAPAT BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA KALIPELUS

 PENETAPAN PERATURAN DESA NO16 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) 
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA 

Pada hari ini Rabu  ,tanggal Tiga puluh bulan Desember  tahun Dua ribu dua puluh  , bertempat di  Balai Desa Kalipelus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipelus bersama Pemerintah Desa mengadakan mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( Apbdes ) Tahun Anggaran 2021 ,rapat di hadiri oleh :
1.FORKOMPIMCAM Kec.Purwanegara;

2.Ketua BPD dan Anggota Desa Kalipelus;
3.Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalipelus
Setelah Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDES  Tahun Anggaran 2021 kepada BPD dan setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :
1. Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat APBDES TA 2021 ;
2. Di anggarkannya belanja Bidang Tak terduga untuk /Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak untuk Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa  Rp.390.451.000 ( Tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 3. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di salurkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021,dan di salurkan per orang senilai Rp.200.000;- setiap bulan secara Tunai

4. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker;

5.Besaran Honor Pekerja Desa Sopir Ambulan setiap bulan Rp.750.000 dan Perawat Jenazah setiap bulan Rp.750.000

6. Adanya Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Saluran Pertanian di Rt 01 Rw 04 Dusun Bojongsari dengan pola PKTD;
7. Adanya  Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Kolam Desa di Tanah Kas Desa yang terletak di Timur Kantor Desa dengan pola PKTD;
8. Adanya  Bantuan Jambanisasi untuk 17 Orang;

9. Adanya Bantuan RTLH dari Ban Prov sebanyak 3 orang;

10. Selanjutnya segera Pemerintah Desa membuat APBDES  Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratn Desa bersama Pemerintah Desa Kalipelus tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES )  Tahun Anggaran 2021 , yang selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

	
	Kalipelus, 30 Desember   2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KALIPELUS

KETUA,

HERLAMBANG



NOTULEN
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA 

	Hari / tanggal
	:
	Rabu, 30 Desember 2020

	Jam
	:
	13.00 Wib s/d Selesai

	Tempat
	:
	Balai Desa Kalipelus

	Kehadiran
	:
	Laki-laki     =    3   orang

Perempuan =   2  orang

	Susunan Acara
	:
	6. Pembukaan

	
	
	7. Sambutan Kepala Desa Kalipelus

	
	
	8. Sambutan FORKOMPIMCAM

	
	
	9. Sambutan Ketua BPD Desa Kalipelus

	
	
	10. Musawarah Penetapan APBDES TA 2021

	
	
	11. Penutup

	Pimpinan Rapat 
	:
	Ketua BPD Desa Kalipelus

	Uraian Jalannya Rapat
	:
	Pemimpin rapat di pimpin oleh sdr Ujang Riyadi ,dengan memberikan arahan APBDES  TA   2021,dan saling memberikan argumen terhadap rancangan tersebut


	Hasil Rapat
	:
	1. Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat APBDES TA 2021 ;
2. Di anggarkannya belanja Bidang Tak terduga untuk /Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak untuk Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa  Rp.390.451.000 ( Tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 3. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di salurkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021,dan di salurkan per orang senilai Rp.200.000;- setiap bulan secara Tunai
3. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di salurka Tahun 2021,dan di salurkan per orang senilai Rp.200.000;- setiap bulan secara Tunai
4. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker;
5.Besaran Honor Pekerja Desa Sopir Ambulan setiap bulan Rp.750.000 dan Perawat Jenazah setiap bulan Rp.750.000.
6. Adanya Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Saluran Pertanian di Rt 01 Rw 04 Dusun Bojongsari dengan pola PKTD;
7. Adanya  Kegiatan Fisik yaitu Bidang 2/Bidang Pembangunan Kolam Desa di Tanah Kas Desa yang terletak di Timur Kantor Desa dengan pola PKTD;
8. Adanya  Bantuan Jambanisasi untuk 17 Orang;

9. Adanya Bantuan RTLH dari Ban Prov sebanyak 3 orang;
10. Selanjutnya segera Pemerintah Desa membuat APBDES  Tahun Anggaran 2020.


	Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat
	:
	Dalam rapat BPD Desa Kalipelus APBDES TA 2021 di sesuaikan dengan RPJMDes Tahun 2020 – 2025 dan RKPDES Tahun 2021 Desa Kalipelus.


	
	Desa Kalipelus

	Pimpinan Rapat

( UJANG RIYADI )
	Sekretaris

( SULISTYOWATI )


 FOTO  RAPAT PEMBAHASAN 
 APBDES  TAHUN ANGGARAN  2021
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FOTO  RAPAT PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
 APBDES  TAHUN ANGGARAN  2021
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DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
	Hari / Tanggal
	:
	30 Desember 2021

	W a k t u
	:
	Jam 13.00 Wib s/d Selesai

	T e m p a t
	:
	Aula Balai Desa Kalipelus

	Acara
	:
	Musyawarah Penetapan APBDES TA 2021


	N0
	N A M A
	JABATAN
	TANDA TANGAN



	1
	HERLAMBANG
	Ketua
	1…………………
	

	2
	UJANG R
	Wakil Ketua
	
	2………………

	3
	SULISTYOWATI
	Sekretaris
	3…………………
	

	4
	KOKO ANDRIYANTO
	Anggota
	
	4………………

	5
	YULIANTO
	Anggota
	5…………………
	

	6
	PUJI WIDODO
	Anggota
	
	6………………

	7
	APRILIA DANIAR.K
	Anggota
	7…………………
	


                                                                                     BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA
             HERLAMBANG
DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA KALIPELUS
	Hari / Tanggal
	:
	30 Desember 2021

	W a k t u
	:
	Jam 13.00   Wib s/d Selesai

	T e m p a t
	:
	Aula Balai Desa Kalipelus

	Acara
	:
	Musyawarah Penetapan APBDES TA 2021


	N0
	N A M A
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	HARTININGSIH
	Kepala Desa
	
	1……………

	2
	SUPANGAT
	Sekretaris Desa
	2………………
	

	3
	SUMADI
	Kaur T U
	
	3………………

	4
	AFWAN LATIF
	Kaur Perencanaa 
	4……………
	

	5
	LAELI  NURHIDAYATI
	Kasi Pemerintahan
	
	5………………

	6
	SAMAUN
	Kasi Pelayanan
	6……………
	

	7
	YUNITA INDAH P
	Kaur Keuangan
	
	7..................

	8
	JOKO TRI.W
	Kasi Kesra
	8………………
	

	9
	TUTUR WARDOYO
	KadusTambangan
	
	9……………

	10
	AKBAR KURNIAWAN
	KadusTemanggungan
	10………………
	

	11
	EKO SETIYO EDI
	Kadus Kalipelus
	
	11…………...

	12
	JOKO TW
	Kadus Bojongsari
	12………………
	

	13
	SUYUD
	Kadus Penusupan
	
	13…………

	14
	SALAMUN
	Pekerja Desa
	14………………
	

	15
	JULIANTO
	Staf Kesra
	
	15………………

	16
	TEGUH HARDIAN
	Pekerja Desa
	16………………
	


Kepala Desa Kalipelus
HARTININGSIH
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPELUS

KECAMATAN PURWANEGARA

KABUPATEN BANJARNEGARA

Alamat: Jln. Raya Kalipelus Km 13 Banjarnegara Kode Pos 53472


KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIPELUS

KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR   6  TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN  DESA NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPELUS,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Kalipelus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020;

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang  Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Kalipelus Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020;

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

	
	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

	
	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 


	
	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

	
	
	5. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita 
Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

	
	
	6. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	7. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

	
	
	8. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	9. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	10. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	11. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);

	
	
	12. 
	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) ;

	
	
	13. 
	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);


	
	
	14. 
	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);

	
	
	15. 
	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);

	
	
	16. 
	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);

	
	
	17. 
	Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 04);

	
	
	18. 
	Peraturan Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2017 Nomor 01);

	
	
	19. 
	Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 09 );

	
	
	20. 
	Peraturan Desa Kalipelus Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 05);

	
	
	21. 
	Peraturan Desa Kalipelus Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 15);

	
	
	
	


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
	KESATU
	:
	Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kalipelus Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Rancangan Peraturan Desa Kalipelus Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk di klarifikasi

	KETIGA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kalipelus
pada tanggal 30 Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KALIPELUS
KETUA

HERLAMBANG 
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;

2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;

3. Camat Purwanegara



	
	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN  PURWANEGARA
KEPALA DESA  KALIPELUS

Alamat: Jln. Raya Kalipelus Km 13 Banjarnegara Kode Pos 53472


	
	
	
	
	
	Kalipelus, 23 Desember 2020

	
	
	
	
	
	Kepada:

	Nomor
	:
	045/113/PemDes Klp/2020
	
	Yth.
	Camat Purwanegara

	Lampiran
	:
	1 (satu) Bendel
	
	
	Kabupaten Banjarnegara

di-

       PURWANEGARA

	Perihal
	:
	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021  untuk Dievaluasi
	
	
	


Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Kalipelus Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD yang terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Desa Kalipelus Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 ;

2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Kalipelus Tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 ;

3. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Kalipelus; tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 dan Berita Acara Hasil musyawarah Desa;

4. Peraturan Desa Kalipelus tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala desa;

5. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 ;

6. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 14 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 ; dan

7. Dokumen yang relevan lain seperti Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, Perdes tentang Penyertaan Modal, dll (sesuai kebutuhan).

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Kalipelus Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 beserta berkas kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikan untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
KEPALA DESA  KALIPELUS
HARTININGSIH

	
	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN  PURWANEGARA
KEPALA DESA  KALIPELUS

Alamat: Jln. Raya Kalipelus Km 13 Banjarnegara Kode Pos 53472


	
	
	
	
	
	Kalipelus,30Desember 2020

	
	
	
	
	
	Kepada:

	Nomor
	:
	114/PemDes.Klp/2020
	
	Yth.
	Camat Purwanegara

	Lampiran
	:
	1 (satu) Bendel
	
	
	Kabupaten Banjarnegara

di-

       PURWANEGARA

	Perihal
	:
	Penyampaian Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Diklarifikasi
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kalipelus Nomor 16 Tahun 2020 tentang  APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal  30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020 yang terdiri atas:
1. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 16 Tahun 2021 Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 ; dan;

2. Peraturan Kepala Desa Kalipelus Nomor  10 Tahun       2020 Tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021;

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan Klarifikasi Peraturan Desa Kalipelus Nomor 16 Tahun 2020 Tentang  APB Desa Tahun Anggaran 2021 beserta berkas kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikan untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
KEPALA DESA KALIPEUS
HARTININGSIH

	
	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN  PURWANEGARA
KEPALA DESA  KALIPELUS

Alamat: Jln. Raya Kalipelus Km 13 Banjarnegara Kode Pos 53472


	
	
	
	
	
	Kalipelus, ................. 2021

	
	
	
	
	
	Kepada:

	Nomor
	:
	045/    /PemDes.Klp/2021
	
	Yth.
	Camat Purwanegara

	Lampiran
	:
	1 (satu) Bendel
	
	
	Kabupaten Banjarnegara

di-

       PURWANEGARA

	Perihal
	:
	Penyampaian Peraturan Desa Tentang APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021 untuk Diklarifikasi
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kalipelus Nomor 06 Tahun 2020 Tentang APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan pada tanggal 08 April  2020 dan diundangkan pada tanggal 08 April 2020 yang terdiri atas:
1. Peraturan Desa Kalipelus Nomor  Tahun .....2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2020 tentang  APB Desa Tahun Anggaran 2021 ; dan;

Peraturan Kepala Desa Kalipelus Nomor..  Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APB Desa   Tahun Anggaran 2021;
Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan Klarifikasi Peraturan Desa Kalipelus Nomor .... Tahun 2021 Tentang APB Desa Perubahan Keem[at Tahun Anggaran 2021 beserta berkas kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikan untuk menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.
KEPALA DESA KALIPEUS
HARTININGSIH

	
	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PURWANEGARA

KEPALA DESA  KALIPELUS

Jalan Raya Banjarnegara KM 14 Kecamatan Purwanegara

  (Kode Pos: 53472)


	
	
	
	
	
	Kalipelus, 08 April 2020

	
	
	
	
	
	Kepada:

	Nomor
	:
	......./Pem Des Klp/2020
	
	Yth.
	Camat Purwanegara

	Lampiran
	:
	1 (satu) Bendel
	
	
	Kabupaten Banjarnegara 

di-

       PURWANEGARA

	Perihal
	:
	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Tahun 2019
	
	
	


Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa di Desa Kalipelus, seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa, sehingga kami bermaksud mengajukan Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Penggunaan  Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kalipelus untuk kegiatan yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan yakni: 

· Kegiatan dukungan pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa ( Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 ) dari SILPA DD
· Kegiatan Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) dari Dana Desa TA 2020
Kegiatan tersebut sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana kegiatan tersebut telah mengacu RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa.
Demikian Permohonan Persetujuan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dalam pemberian Rekomendasi. Atas berkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALIPELUS
HARTININGSIH
TEMBUSAN  : disampaikan Kepada Yth. 
1. Ketua BPD Desa Kalipelus .             
	
	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PURWANEGARA

KEPALA DESA  KALIPELUS

Jalan Raya Banjarnegara KM 14 Kecamatan Purwanegara

  (Kode Pos: 53472)


	
	
	
	
	
	Kalipelus, 19 Mei 2020

	
	
	
	
	
	Kepada:

	Nomor
	:
	......./Pem Des Klp/2020
	
	Yth.
	Camat Purwanegara

	Lampiran
	:
	1 (satu) Bendel
	
	
	Kabupaten Banjarnegara 

di-

       PURWANEGARA

	Perihal
	:
	Permohonan Pengesahan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020
	
	
	


Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa di Desa Kalipelus, telah mengadakan Musyawarah Desa Khusus tentang Usulan Penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa Tahun 2020 dengan jumlah penerima  sebanyak 157 KK yang terdiri dari ( KK Miskin Non PKH,Non BPNT , Non Prakerja , Hilang Mata Pencaharian dan Penyakit menahun) ,dengan anggaran dari Dana Desa sebesar Rp.282.600.000 ( Dua ratus delapan puluh dua juta enam ratusribu rupiah ).Berikut kami lampirkan kelengkapan Permohonan ini yaitu :
· Berita acara Musyawarah Desa Khusus ( MUSDESUS) beserta daftar hadir,foto kegiatan dan notulen
·  Keputusan Kepala Desa Nomor 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa Tahun anggaran 2020
· Peratura Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Ketentuan /Petunjuk Teknis bantuan Langsung Tunai 

( BLT) Dana Desa Tahun 2020.
Kegiatan tersebut sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana kegiatan tersebut telah mengacu RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa.
Demikian Permohonan Pengessahan ini kami ajukan . Atas berkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KALIPELUS
HARTININGSIH

TEMBUSAN  : disampaikan Kepada Yth. 

1. Ketua BPD Desa Kalipelus .             
